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BAB V 

PENUTUP  

 

1.  Kesimpulan 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan 

mengenai perlindungan penyandang disabilitas fisik pasca terjadinya 

eksploitasi berdasarkan dengan UU No. 8/2016 dan juga CRPD 

sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya. Penulis menyimpulkan 

bahwa: 

1. Meski terlihat berbeda dengan individu lainnya, penyandang 

disabilitas fisik memiliki kedudukan dan hak-hak yang sama dengan 

individu lain dan hak-hak tersebut tidak dapat diabaikan. Namun, pada 

kenyataannya penyandang hak-hak dari penyandang disabilitas fisik 

masih banyak diabaikan dan penyandang disabilitas fisik masih sulit 

untuk mendapatkan hak-haknya karena penyandang disabilitas 

seringkali mendapatkan ancaman-ancaman. Salah satu ancaman yang 

diterima oleh penyandang disabilitas fisik dijadikan objek eksploitasi 

oleh oknum-oknum yang berniat memanfaatkan kekurangan 

penyandang disabilitas fisik agar mendapatkan keuntungan. Kegiatan 

eksploitasi terhadap penyandang disabilitas fisik dapat melahirkan 

dampak-dampak yang negatif baik dampak psikis maupun dampak 

fisik. Dampak yang hadir pasca terjadinya eksploitasi dapat 

menghambat penyandang disabilitas fisik untuk mempertahankan 

kehormatan atas hak-hak yang penyandang disabilitas fisik miliki. 

Oleh karena itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi 

hak-hak seluruh masyarakat termasuk hak-hak dari penyandang 

disabilitas fisik. Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi 

penyandang disabilitas fisik dengan mengesahkan UU No. 19/2011 

tentang Konversi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8/2016 

tentang Penyandang Disabilitas, Perpres No. 75 Tahun 2005 yang 

mengatur mengenai mandat pelaksanaan aksi-aksi di bidang 
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penyandang disabilitas. Karena Indonesia menjadi salah satu negara 

yang menyetujui CRPD perlu untuk memenuhi seluruh hak dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada dalam CRPD. Begitu 

Pula dalam peraturan mengenai penyandang disabilitas baik yang 

sudah disahkan maupun yang akan disahkan perlu untuk 

diharmonisasikan dengan CRPD; dan 

2. Untuk memaksimalkan peraturan yang sudah diciptakan untuk 

melindungi penyandang disabilitas fisik, Pemerintah ditugaskan untuk 

melaksanakan program-program. Namun program-program yang telah 

dituangkan dalam yang telah dituangkan dalam RPJMN belum 

sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal. Terutama pada 

penyandang disabilitas fisik yang menjadi korban dari eksploitasi. 

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah baik dalam bidang 

peraturan maupun dalam upaya dalam memaksimalkan peraturan 

seperti memberikan perlindungan dengan menyediakan sarana atau 

prasarana habilitas dan rehabilitas bagi penyandang disabilitas fisik 

yang menjadi korban dari eksploitasi masih sangat minim. Dampak-

dampak eksploitasi yang hadir dalam kehidupan penyandang 

disabilitas fisik masih sangat diabaikan.  

 

2. Saran 

Dengan adanya kesimpulan yang ditarik berdasarkan apa yang sudah 

dijabarkan sebelumnya, beberapa saran mengenai perlindungan penyandang 

disabilitas fisik pasca terjadinya eksploitasi yang dapat diajukan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

ii. Untuk meningkatkan komitmen negara dalam melindungi 

penyandang disabilitas fisik pasca terjadinya eksploitasi 

diperlukannya peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

dalam memaksimalkan implementasi efektivitas dari UU 

No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan juga CRPD. 
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Serta Komnas Disabilitas perlu memaksimalkan tugasnya 

dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak dari 

penyandang disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

perlu mengatur mengenai perlindungan terhadap 

penyandang disabilitas pasca terjadinya eksploitasi 

memerlukan peraturan yang lebih khusus sebagaimana yang 

dituangkan di dalam CRPD. Serta Komnas Disabilitas perlu 

memaksimalkan tugasnya dalam melakukan perlindungan 

dan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas;  

iii. Untuk memaksimalkan implementasi efektivitas dari 

peraturan yang sudah ada perlu adanya dukungan dengan 

merencanakan dan melaksanakan  program-program seperti 

rehabilitasi atau unit pelayanan yang khusus bagi 

penyandang disabilitas fisik korban eksploitasi. Program-

program perlindungan penyandang disabilitas fisik pasca 

terjadinya eksploitasi perlu untuk direalisasikan, dalam 

RPJMN yang akan diperbaharui perlu untuk memasukan 

mengenai RPP Unit Layanan Disabilitas dan menambahkan 

poin mengenai bantuan pemulihan bagi penyandang 

disabilitas fisik yang menjadi korban eksploitasi. 
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